
 

 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA                

 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

NOMOR 35 TAHUN 2015 

 

TENTANG 

 

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 129 ayat 

(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, 

Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 

perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah Tahun 2015; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia 1950 Nomor 3) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. 

Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 827); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5339); 

 

 

 

 

SALINAN 



 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah  (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang 

Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 

1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 58); 

7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 517); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA 

PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 

2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut 

dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. 

3. Pemerintah  Daerah  adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

4. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

5. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

 

 

 

 



 

 

Pasal 2 

 

(1) RKPD ini merupakan dokumen visi, misi dan program Gubernur yang 

ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan 

tahunan daerah. 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mernguraikan program dan 

kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 yang diusulkan melalui 

dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta yang  diusulkan 

melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika 

sebagai berikut : 

Bab I :  Pendahuluan.  

Bab II :  Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintahan. 

Bab III :  Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan   Keuangan 

Daerah. 

Bab VI : Penutup. 

(4) Uraian rinci RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur   

ini. 

 

Pasal 3 

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah      

berkewajiban melaksanakan RKPD ini. 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat rancangan kerangka 

ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan 

pendanaannya, baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah    maupun 

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan                       

mengacu kepada rencana kerja pemerintah. 

 

Pasal 4 

RKPD Tahun 2016 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar 

penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)  Tahun 2016 dan 

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016. 

 

 

 

 

 

 

 



Pasal 5 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal 16 Juni 2015 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

ttd 

HAMENGKU BUWONO X 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal  16 Juni 2015 

SEKRETARIS DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

ttd 

ICHSANURI 

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 35 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM, 

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  

NIP. 19640714 199102 1 001 


